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BAB I (21 e
PENDAHULUAN S

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera. tertib
dan damai berdasacrkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unituk
mewujudkan masyarakat Indonesta yang sejabtera tersebul perlu peningkatan secara
lerus-menerus usaha-usaha perbaikan di scmua bidang tatanan kchidupan berbanysa
dan bemepara terutama di dalam mengisi era reformasi ini kKhususnya dalam
penegakan hukum.

Keimigrasian dapat dirumuskan sebagai hal ikhwal lalu lintas orang yang
masuk arau keluar wilayah Negara Republik [ndoncsia dan pcngawasan tcrhadap
orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-lndang No. 9
Tahun 1992. menentukan babwa setiap orang yang masuk atau kclaar wilayah
Indonesia wajib memiliki sural perjalanan. Yang Dimaksud dengan Surat perjalanan
adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwcnang dari suatu
negara yang memuat idcatitas pemcpgangnya dan berlaku untuk mwlaksanakan
perjalanan amar ncgara.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui
pemeriksaan olebh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. lempal
pemeriksaan imigrasi adalah pelabuban. bandar udara atau tempat-icmpat lain yang

ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebapai tempat masuk atau kcluar wilayah
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Indonesia. Setiap orang dapal keluar wilayah Indonesia setelah mendapat tanda
bertolak. Yang dimaksud dengan tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan
oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam Sural Perjalanan setiap
orang yang akan meninggalkan wilayah {ndonesia. Surat perjalanan inilah yang
disebutkan dengan istilah paspor.

Paspor meiupakan hak semua warpa negara. tetapi meskipun demikian ada
hal-hal tertentu seorang warga negara dikenakan pencegahan untuk pegfalanan ke luar
negeri. Dengan perubahan tersebut mengakibatkan seseorang tidak dapat mengajukan
persyaratan-persyaratan seperti pembuatan paspor untuk dapat melakukan perjatanan
ke fuar negeri. Di bidang keimigrasian hal ini disebut dengan istilah pencegahan
dimana seorang warga negara yang berada di dalam neger dicegah untuk bepergian ke
luar negeri.

Unmuk menghindari tindakan pencegahan tersebut maka seseorang berupaya
agar ia dapat memiliki pasporya. dan dengan sebab iersebut cara atau jalan satu-
satunya yang dapat dilakukan adalah dengan memalsukan identitas. Dengan
pemalsuan tersebut maka sescorang dicegah yang untuk bepergian ke {uar negen dzpat
mengurus pasporirya kembali,

Dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 1992. dijeclaskan
bahwa menggunakan surat perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahw
atau sepaiitnya menduga bahwa suret perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.

25.000.000 (dua puluh limajuta Rupiah).
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